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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hal-hal yang diuraikan sebagaimana diatas maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa Penegakan hukum oleh Polisi Boyolali terhadap
pelaku perjudian dadu di Kabupaten Boyolali adalah belum maksimal dan
totalitas. Hal tersebut dapat dilihat bahwa Perjudian dadi di Kabupaten
Boyolali telah lama ada yang waktu pastinya tidak dapat dipastikan.
Perjudian dadu di Kabupaten Boyolali terbagi menjadi dua bentuk yakni
besar dan Kkecil. Perjudian dadu besar adalah perjudian dadu yang
diselenggarakan di satu tempat yang tetap, dikelola oleh berbagai pihak,
memiliki bandar, dan menghasilkan perputaran uang yang besar yaitu diatas
200 juta rupiah perharinya. Perjudian dadu kecil adalah perjudian dadu yang
diselenggarakan di desa-desa, selalu berpindah-pindah tempat, tidak
memiliki bandar, dan perputaraan uangnya kecil yakni tidak sampai
mencapai 10 juta perharinya. Perjudian dadu yang besar maupun yang kecil
keduanya sama-sama merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam
Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. Tahun 1974 tentang Penertiban
Perjudian dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun penjara atau

denda maksmial 25 juta rupiah. Perbedaan selanjutnya adalah perjudian dadu
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besar memiliki izin yang semi-legal dari pihak-pihak kuat yang turut
mengelola perjudian tersebut sementara perjudian dadu kecil tidak
memilikinya sebab perjudian dadu kecil biasanya dilakukan hanya untuk
hiburan semata. Berkaitan dengan izin yang menjadikan perjudian dadu
semi-legal tersebut merupakan tindak pidana pula sebab dalam Pasal 1 ayat
(1) PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang
menyatakan bahwa “Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan
jenis perjudian dilarang, baik perjudian diselenggarakan di kasino, di
tempat-tempat keramaian, maupun dikaitkan dengan alasan lainnya.” Pada
pemberian izin tersebut oknum Polisi Boyolali pun turut berperan yang mana
padahal izin tersebut meskipun dilarang namun yang berwenang
mengeluarkan adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
sebagaimana dalam penjelasan pasal tersebut.

Penegakan hukum pidana oleh Polisi Boyolali terhadap tindak pidana
perjudian dadu di Kabupaten Boyolali adalah tidak maksimal secara penal.
Hal tersebut karena penegakan hukum yang dilakukan pada perjudian dadu
kecil yang dilakukan di desa-desa dan dilakukan secara berpindah-pindah,
sementara untuk perjudian dadu besar penegakan hukum pidananya hanya
dilakukan dengan peninjauan. Seolah-olah penegakan hukum terhadap
perjudian dadu kecil itu hanya menjadi hal untuk menyamarkan perjudian
dadu besar tetap berlangsung. Ditambah lagi terdapat oknum-oknum Polisi

Boyolali mendapatkan atensi dari pihak perjudian dadu besar setiap harinya.
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Artinya terjadi pembiaran terhadap perjudian dadu besar tersebut karena
memberikan keuntungan pula untuk oknum-oknum Polisi Boyolali bahkan
dijadikan ladang uang. Akibatnya penegakan hukum oleh Polisi Boyolali
terhadap pelaku tindak pidana perjudian dadu di Kabupaten Boyolali
menjadi tidak optimal.
B. Saran

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas maka penulis memberikan
saran sebagai berikut:

1. Polisi Boyolali bekerja sama dengan elemen-elemen masyarakat yang
sadar atau telah sadar akan dampak buruk yang ditimbulkan dari
perjudian dadu maupun perjudian lainnya. Polisi dapat menggaet para
tokoh masyarakat untuk menyadarkan masyarakat secara luas dari
dampak buruk perjudian bagi kehidupan masyarakat baik secara luas
maupun individu, sebab tokoh masyarakat lebih dekat dengan
masyarakat dan lebih dituruti oleh masyarakat. Tokoh masyarakat
tersebut dapat terdiri dari pemuka agama, tokoh yang dituakan, maupun
tokoh yang di hormati di dalam kehidupan masyarakat.

2. Polisi Boyolali bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali
maupun TNI bersama-sama secara tegas memberantas dan menindak
segala bentuk perjudian dan izin-izin illegal yang diterbitkan oleh pihak-
pihak yang tidak bertanggungjawab. Polisi Boyolali dan Pemda

Kabupaten Boyolali pula harus mengkampanyekan kepada masyarakat
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akan akibat yang ditimbulkan dari perjudian secara terus menerus dan
menggunakan media atau sarana yang relevan dengan kehidupan
masyarakat Boyolali. Polisi Boyolali tidak boleh dalam melaksanakan
penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian dadu
maupun perjudian dadu tersebut secara tebang pilih. Artinya yang
ditindak hanya yang kecil-kecil dan yang besar yang meberikan

keuntungan atensi dibiarkan.
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